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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR :079.b/HM.00.01/K/08/2023
TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (EE.ID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
~
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi penyelenggaraan
pemlillhan umum secara aman, tertib dan damal berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasla, jujur dan adil maka periu
tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
b. Bahwa keterbukaan Informasl publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam
Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam butir 1 dan butir 2 diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indoneslia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 275);
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7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasl Publik;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemllihan
Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemillhan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesla Tahun 2019
Nomor 1147),

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/111/2020 Tentang

Memperhatikan : Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMIIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN |
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU. I

Struktur, tugas dan wewenang Pengelola Pelayanan Informasl dan
Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan Ini,

PPID Bawaslu Provinsi berhak :

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan

b. Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Bawaslu Provinsi Berkewajiban :

a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik
yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi
publik, selain Iinformasi yang dikecualikan sesuai dengan
keputusan;

b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan; dan

c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Belanja Bawaslu Provinsi Bengkulu;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 4 Agustus 2023

#BaWASLU PROVINSI BEN@KULU,

\i"""\

’ lpd.ll'Mlpdli'

embusan disampaikan kepada .
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Arsip
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Lampiran 2 . SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

Nomor . VHM.O0,0UKJOBIZOJJ

Tanggal :gzpmoz:l

TUGAS DAN WEWENANG STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU PROVINSI BENGKULU

I. TUGAS PPID

1. Pembina PPID

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasl
publik di Bawaslu Provinsi;

b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasl publik yang
ditetapkan oleh PPID;

C. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada
Komisi Informasli; dan

d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasl
sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenal :
Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
Pelaksanaan pengujian konsekuensi;

Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
Penyusunan daftar informasi publik;

Penanganan sengketa informasi publik.

papow

3. Atasan PPID
a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi
publik;
b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna
meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;dan
d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan
informasi publik;
b. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan informasi publik;
Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasl publik yang berada
di bawah kewenangannya kecuall informasi yang dikecualikan sesuai dengan
Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022;
d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu
serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
Melakukan pengujlan konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;dan
Membuat laporan layanan serta menyampalkan salinannya kepada Komisi

Informasi.

S
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Lampiran1 : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
PROVINSI BENGKULU
Nomor :074.l/HM.00.01/K/08/2023

Tanggal ‘g W\“‘ 1)

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Pembina PPID Tim Pertimbangan PPID
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Anggota Bawaslu Provinsi
Bengkulu

(Koordinator Divisl Hukum,
Humas dan Datin)

Atasan PPID

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Bengkulu

PPID

Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan
Hubungan Masyarakat

\/

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
1. Silvina Jafri, S.E
2. Elvis Masril, S.E
3. Rini Oktaria, S.Si.
4, Citra Ulandari Siregar, S.Pd.
5. Dadi Sukadi, SE.
6. Afzan Fachlevi, S.Kep.
F Andri Tresna Gumilar, M.Stat.
8. Mobri Berneo Iskandi, S.E
9, Perra Wanita Muara Bayau, 5.Pd.
10. Yolanda Eka Putri, S.H.
11. Anggi Kurniawan, S.H.
12. Dita Septika, S.Ak.
13. Hafizan, S.H.
14. Ralyn Dikar, S.H.
15. Afif Pratama, 5.Kom.
16. Mutia Kanza Octairyani, S.H.
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5. Petugas Pelayanan Informasi
a. Melayanl permohonan Informasl meliputl:

1. Mencatat permohonan Informasl dalam buku registrasi;

2. Membantu pemohon untuk menglsl formullr permohonan informasl;

3. Menyampaikan surat pemnberitahuan kepada pemohon atas persetujuan
PPID;dan

4. Menyampaikan Informasl yang dimohonkan kepada pemohon atas
persetujuan PPID; dan

Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan
PPID;
Membuat laporan aktivitas pelayanan informas! setlap 1 (satu) bulan kepada

PPID, mellputi jumlah pemohon, subjek/materi yang dimohon, dan kendala
dalam pelayanan informasl;dan

Membantu PPID membuat laporan layanan.

5.

II. WEWENANG PPID

a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi publik;

b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak oleh masyarakat
berdasarkan pengujian konsekuensi;

C. Menolak permintaan informas! publik secara tertulis jika Informasi publik yang
dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertal
alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagl pemohon untuk
mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;dan

d.

Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit
kerja.
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